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Abstract 
The economic scope is increasingly complex, guidelines are needed to solve all problems that arise based on 

Islamic sharia principles. Fiqh iqtishad has a very important role to be a reference for the community in 

Islamic economics and finance. Therefore, the study of this article aims to find out how fiqh iqtishad is a 

source of Islamic economic and financial development. This study uses a narrative qualitative approach 

with a literature review method with data presented from books, scientific journals, al-Quran, hadith, MUI 

facts, related to fiqh iqtishad, economic and financial development. The results of the study show that fiqh 

iqtishad develops dynamically and follows economic and financial developments. In Indonesia itself, a 

DSN-MUI fatwa emerged as one of the products of ijtihad. Fatwa is the result of the reasoning of Islamic 

jurists in providing answers and responses to contemporary problems that are optional and non-binding, 

only as an explanation of the problems raised by the fatwa requester. 

Keywords: sharia economics, economics, Islamic law. 

 
Abstrak 

Ruang lingkup ekonomi semakin kompleks dibutuhkan pedoman untuk menyelesaikan 

semua permasalahan yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fiqh iqtishad 

memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi rujukan bagi masyarakat pada ekonomi 

maupun keuangan Islam. Maka kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan metode tinjauan literatur (literature 

review) dengan data-data yang disajikan didapat dari buku, jurnal ilmiah, al-Quran, hadits, 

fakta MUI, berkaitan dengan fiqh iqtishad, perkembangan ekonomi dan keuangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fiqh iqtishad berkembang secara dinamis dan mengikuti 

perkembangan ekonomi dan keuangan. Di Indonesia sendiri muncul fatwa DSN-MUI 

sebagai salah satu produk ijtihad. Fatwa merupakan hasil penalaran ahli hukum Islam 

dalam memberikan jawaban dan respon atas problematika kontemporer yang sifatnya 

pilihan dan tidak mengikat, hanya sebagai penjelasan atas permasalahan yang diajukan oleh 

peminta fatwa. 

Kata Kunci: ekonomi syariah, ekonomi, sumber hukum Islam. 
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Pendahuluan  

Kepentingan keberagaman dan kepentingan di luar pengamalan ajaran agama 

menjadi alasan yang mendasari untuk mengkaji lembaga keuangan modern dari sisi hukum 

Islam1. Bagi umat Muslim setiap aktivitas utamanya dalam aktivitas ekonomi harus selaras 

dan sejalan dengan hukum Islam. Tentunya hal tersebut dapat memberikan keuntungan 

sebagai saran agar lembaga keuangan dapat merepresentasikan kemaslahatan dan keadilan 

yang merupakan misi ajaran Islam serta memberikan keutungan ekonomis yang potensial 

bagi lembaga keuangan terkait. Meskipun kondisi dan inklusi Indonesia terbilang rendah, 

namun potensi keuangan syariah di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar2. 

Total asset keuangan syariah Indonesia berada pada posisi ke 7 secara global dengan 

perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan 

nasional pada juni 2023 3. Perkembangan tersebut tentunya perlu diimbangi dengan 

perkembangan fiqh muamalah dengan peran lembaga keuangan syariah4. 

Pada era modern ini, praktek muamalah terus berkembang mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi dengan kemudahan dan fleksibilitas pada transaksi 

ekonomi 5. Awalnya kegiatan ekonomi dilakukan dengan kegiatan barter, kemudian 

melakukan pembelian dan penjualan menggunakan logam seperti emas dan perak, lalu 

diberlakukan mata uang kertas6, kemudian kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara 

online melalui marketplace dengan uang elektronik atau e-money tanpa perlu bertatap muka 

hingga adanya mata uang virtual (virtual currency) berbasis bitcoin yang dikenal dengan 

cryptocurrency. Hal tersebut menjadi fakta bahwa Fiqh Muamalah dituntut dinamis. Hukum 

muamalah adalah aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat7. Sehingga, fiqh muamalah dapat dipraktikan pada praktik muamalah 

 

1 Ali Murtadho, ‘Pensyari’Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah Fi Al-Iqtishad’, 
Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5.2 (2014), 1–16 <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>. 
2 Mustofa, ‘An Analysis of Sharia Economic Law on Takeover from Conventional Bank to Bank Syariah 
Mandiri Branch in Ciamis’, Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 23.2 (2019), 147–56. 
3 Romys Binekasri, ‘Potensi Keuangan Syariah Di Indonesia Sebesar Ini’, 2023 
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-
indonesia-sebesar-ini> [accessed 14 October 2023]. 
4 Rhadia Busyra Muchtar and others, ‘Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang’, 
Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam, 1.1 (2023), 19–29. 
5 Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, ‘Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh 
Muamalah Kontemporer’, TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4.1 (2023) 
<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007>. 
6 Nurul Inayah and Andri Soemitra, ‘Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur’, Jurnal 
Ilmiah Ekonomi Islam, 8.3 (2022), 2966 <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>. 
7 Ismatul Azimah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba Dalam Praktik Arisan’, Jurnal Ilmiah Pesantren, 7.2 
(2021). 
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khususnya lembaga keungan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang dibutuhkan 

dalam perkembangan saat ini, bukan sekedar ilmu yang menjadi bahan kajian di dalam 

kelas 8. 

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah kajiah fiqh iqtishad yang melahirkan 

produk ekonomi syariah. Fiqh iqtishad menjadi salah satu sumber dalam mengembangkan 

ekonomi dan keuangan di era modern sehingga fiqh iqtishad memiliki peran yang sangat 

penting dan perlu menjadi rujukan bagi masyarakat utamanya praktisi ekonomi maupun 

keuangan Islam9.  

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa ruang lingkup ekonomi yang kian waktu 

semakin kompleks pentingnya pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan yang 

muncul berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Maka kajian artikel ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana fiqh iqtishad sebagai sumber pengembangan ekonomi dan 

keuangan Islam. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan metode tinjauan 

literatur (literature review) dengan data-data yang disajikan didapat dari buku, jurnal ilmiah, 

al-Quran, hadits, fakta MUI, berkaitan dengan fiqh iqtishad, perkembangan ekonomi dan 

keuangan. Cooper (2010) menyatakan tujuan utama tinjauan literatur untuk 

menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan topik 

yang diteliti serta menghubungkan topik penelitian dengan literatur yang ada.  Peneliti 

menggunakan literatur secara konsisten berdasarkan asumsi dari para partisipan dan tidak 

memberikan ruang bagi pandangan pribadi peneliti10. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder berupa proses mencari data dari 

sejumlah dokumen yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis dan analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

  

 

8 Haqiqi Rafsanjani, ‘Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan 
Psikologi Sosial)’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6.1 (2021), 267–78 
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>. 
9 Linda Lestari, ‘Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam’, Jurnal Hukum 
Ekonomi Islam ( JHEI ), 5.2 (2021), 95–110. 
10 John W. Cresswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 
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Fiqh Iqtishad 

Kata iqtishad atau qashdun memiliki arti keseimbangan atau keadilan. Dalam Alquran 

dan Hadits disebutkan kata qashdun yang bermakna sederhana, pertengahan, berjalan lurus, 

dekat, dan hemat11. Pengertian lain yang populer disebutkan oleh para pemikir Muslim, 

bahwa makna iqtishad adalah ekonomi. Iqtishad adalah upaya manusia untuk mengatur 

sesuatu yang sesuai dengan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat, dengan mencari 

keuntungan yang lurus tanpa memadharatkan orang lain12. Sedangkan menurut Chapra, fiqh 

iqtishad merupakan bagian ilmu dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya 

yang selaras dengan maqashid syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat. 

Fiqh Iqtishad merupakan pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan 

As-Sunnah, berasaskan makna keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Fiqh Iqtishad 

merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah yang di dalamnya terkandung produk-produk 

hukum ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan transaksi ekonomi, bisnis dan 

keuangan Islam saat ini semakin kompleks dan berkembang mengikuti jaman, sehingga 

diperlukan pedoman agar tidak keluar dari jalur syariah. Fiqh iqtishad mampu menjadikan 

pegangan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan setiap transaksi muamalah baik dalam 

ekonomi, keuangan maupun bisnis. Konsep fiqh muamalah klasik masih digunakan oleh para 

ulama dalam berijtihad terhadap permasalahan kontemporer. 

Sumber rujukan utama yang digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) dalam berijtihad adalah 

Alquran dan Hadits, kedua sumber itu merupakan tuntunan umat Islam dalam kehidupan. 

Dalam Alquran terdapat hukum dan aturan yang berkaitan dengan ekonomi, begitupun 

dalam Hadits terdapat aturan, hukum dan penjelasan dari sumber rujukan Alquran.  

Fiqh Iqtishad dan fatwa ekonomi syariah merupakan produk ijtihad para ulama dan 

ahli hukum yang dijadikan sumber dalam penetapan hukum ekonomi dan keuangan Islam. 

Dalam upaya memahami sumber hukum Islam diperlukan berbagai instrumen yang 

membantu dalam memahaminya. Sumber hukum yang statis yakni Alquran dapat difahami 

dengan menggunakan keilmuan berupa Ulumul Quran dan ilmu Tafsir, serta As-Sunnah 

menggunakan ilmu Ulumul Hadits dan Mustolah Hadits. Sedangkan sumber hukum yang 

dinamis yakni Ijtihad, dengan menggunakan kajian ushul fiqh, kaidah fiqh dan maqashid 

syariah dalam memahami dan menghasilkan produk ijtihad berupa fiqh dan fatwa. 

 

11 Eka Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2014). 
12 A. Byarwati and T. Sawarjuwono, ‘Ekonomi Islam Atau Iqtishad?’, IMANENSI J. Ekon. Manaj. Dan Akunt. 
Islam, 1.1 (2019), 14–24 <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24>. 
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Fiqh iqtishad tercakup dalam ranah ijtihad, sehingga memerlukan peran penting ilmu 

ushul fiqh dan kaidah fiqh dalam memahaminya. Ilmu ushul fiqh berperan dalam 

mengembangkan hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah kontemporer dengan berbagai 

metode penetapannya. Begitupun kaidah fiqh yang berfungsi sebagai petunjuk dalam 

merumuskan fiqh muamalah13. Maka posisi fiqh iqtishad sebagai sumber dalam 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari bagan berikut ini: 

 

 

Fiqh iqtishad mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas maupun 

transaksi ekonomi dan keuangan yang ada dalam kehidupan masyarakat umum. Ruang 

lingkup fiqh iqtishad diantaranya meliputi: 

1) Ekonomi Mikro (Produksi, Distribusi, Konsumsi, Pasar, dan lainnya) 

2) Ekonomi Makro (Moneter, Fiskal, Keseimbangan Ekonomi, dan 

lainnya) 

3) Ekonomi Internasional (Perdagangan Luar Negeri, Neraca Pembayaran, 

Valuta Asing dan lainnya) 

4) Keuangan (Investasi, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah 

Non-Bank, Koperasi/BMT, Perusahaan dan lainnya) 

5) Akad-akad dalam fiqh iqtishad, baik yang menggunakan prinsip 

tijari/komersil maupun tabarru’/tolong menolong (Jual beli, Syirkah, 

Ijarah, Wadi’ah, Rahn, Qard, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan lainnya) 

Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila 

disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum 

 

13 Yosi Aryanti, ‘Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah’, JURIS 
(Jurnal Ilmiah Syariah), 16.2 (2017), 149–57 <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>. 
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internasional, dan hukum ekonomi14. Sehingga fiqh iqtishad merupakan bagiah dari fiqh 

siyasah. Abduh mengatakan bahwa Islam mengatur hukum muamalah. Agar hukum tersebut 

berjalan efektif maka perlu adanya kepala negara yang melaksanakan dan mengawasi 

pelaksanaannya. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi siapa sumber kekuasaan, pelaksana 

kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya 

dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. 

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka 

dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan 

membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu15. 

Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek 

hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap 

menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur’an dan Hadis untuk menggali hukum yang 

ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Fiqh Siyasah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, 

pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia islam. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak 

hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek  sosial,  

ekonomi, dan politik  yang berkaitan erat dengan kehidupan umat islam. Sebagaimana fiqh 

muamalah, fiqh siyasah juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

perubahan dan perkembangan zaman  dan  tantangan  yang dihadapi  umat islam semakin 

kompleks16. 

 

Urgensi Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh yang Berperan terhadap Fiqh Iqtishad 

Dalam memahami fiqh iqtishad tidak telepas dari alat bantu yakni ushul fiqh dan 

kaidah fiqh yang memiliki peran penting bagi penetapan fiqh. Ushul fiqh memiliki peran 

utama dalam menghasilkan produk fiqh, karena kaidah ushul digunakan para ulama dalam 

menghasilkan fiqh. Secara umum ushul fiqh mengkaji kaidah hukum yang bersumber dari 

lafadz perintah, larangan, umum dan khusus serta nasikh mansukh. Ushul fiqh mencakup 

 

14 Mustofa Hasan, ‘Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih’, 105, 2003 
<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=4248f853-bb17-bb31-5b01-
caa3b54afa21&documentId=f608884a-1cca-3c32-b82c-fc29094b989a>. 
15 Muhammad Ramadhan, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding 
Management, 2019, 01. 
16 Jurnal Cerdas Hukum and Zenal Setiawan, ‘PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH’, 2 (2023). 



HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 

p-ISSN : 2829-5803 e-ISSN : 2580-8052  

Volume 8 nomor 2, Desember 2024| 283  

 

prinsip metodologi ilmu Islam yang dikenal dengan pusat ilmu syariah dan mampu 

menciptakan produk hukum Islam (fiqh dan fatwa )17. 

Ilmu ushul fiqh memberi pemahaman bagi para mujtahid dalam membuat formulasi 

dan penetapan masalah hukum Islam (metodologi istinbat). Ilmu ushul fiqh pun memiliki 

peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Para ulama ekonomi Islam adalah 

bagian dari mujtahid yang berijtihad mengeluarkan solusi fiqh atas berbagai problematika 

ekonomi, seperti keabsahan transaksi dalam bisnis modern, memberi solusi pemikiran 

ekonomi, dan mengkaji akad transaksi yang sesuai bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga 

para ulama atau ahli syariah yang berijtihad harus mumpuni dalam penguasaan ilmu ushul 

fiqh secara komprehensif18. 

Ilmu ushul fiqh digunakan oleh para ulama klasik dan kontemporer dalam 

menetapkan hukum ekonomi Islam seiring dengan berkembangnya aktivitas dan transaksi 

ekonomi di era modern. Begitupun ilmu ushul fiqh dapat digunakan sebagai pertimbangan 

asal terjadinya perbedaan pandangan para mujtahid. Dalam ilmu ushul fiqh mengkaji metode 

pengambilan hukum yang bersumber dari nash yakni Alquran dan AsSunnah, namun jika 

tidak ditemukan dari nash maka menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, istihsan dan 

lainnya yang berlandaskan pada kemaslahatan. 

Dalam upaya memahami proses ijtihad, tidak cukup hanya kajian ushul fiqh, namun 

perlu qawa’id fiqhiyyah/kaidah-kaidah fiqh yang juga berperan penting menjadi pedoman 

para ahli hukum Islam, yakni sebagai landasan dalam memahami maksud maqashid syari’ah 

secara komprehensif dan memudahkan dalam proses istinbat hukum atas permasalahan yang 

akan ditetapkan hukumnya. Pemahaman terhadap qawa’id fiqhiyyah merupakan keharusan 

yang diperlukan dalam berijtihad, karena permasalahan dalam muamalah senantiasa 

berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga pemahaman terhadap kaidah fiqh akan 

mempermudah penguasaan atas masalah furu’iyyah (cabang) yang semakin kompleks19. 

Selain itu, kaidah fiqh berfungsi sebagai pijakan dalam proses penyimpulan hukum baru 

terhadap permasalahan kontemporer yang belum ada dalam nash Alquran dan Hadits, 

sehingga hasilnya dapat mudah diterima dan diaplikasikan di masyarakat luas20. 

Beberapa peran kaidah-kaidah fiqh yaitu: (1) sebagai rujukan bagi ahli hukum dalam 

 

17 J. Miharja, ‘Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah’, El-Ihkam, 7.1 (2014), 135–58. 
18 W. G. A. Wahid, ‘Posisi Ushul Fikih Dalam Metodologi Ekonomi Islam’, Muqtasid J. Ekon. Dan Perbank. 
Syariah, 5.1 (2014), 1–21. 
19 M.A.R. Wahid, ‘Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami’, Jurnal Ekonomi Islam, 4.2 
(2017), 219–36 <https://doi.org/doi: 10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>. 
20 M. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 
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menyelesaikan masalah fiqh dengan mengelompokkan masalah yang sejenis dalam satu 

kaidah, (2) sebagai instrumen penafsiran nash-nash untuk penetapan hukum, khususnya bagi 

hukum yang masih samar tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran atau Hadits, (3) kajian 

fiqh untuk dapat mencari persamaan suatu masalah dengan masalah yang sejenis21. Metode 

yang digunakan dalam merumuskan qawaid fiqhiyah yaitu dengan melakukan penelitian 

terhadap hukum-hukum dan masalahmasalah fiqh, lalu dibuatkan suatu kaidah fiqh melalui 

metode induktif sehingga terbentuk pedoman umum dalam bentuk proposisi (tata bahasa 

arab dan makna generalisasi hukum-hukum fiqh). 

Kaidah fiqh ekonomi syariah merupakan kumpulan kaidah yang bersifat umum, di 

dalamnya terdapat cabang-cabang hukum fiqh di bidang muamalah/ ekonomi bisnis. 

Konteks kaidah fiqh ekonomi dan keuangan memberi landasan yang kuat dalam penetapan 

hukum Islam (fiqh) dan pengembangan serta inovasi dalam merumuskan produk akad dalam 

lembaga keuangan syariah, sehingga kaidah fiqh menjadi salah satu landasan penetapan fatwa 

ekonomi syariah yang digunakan oleh DSNMUI22. 

Perbedaan mendasar dari ushul fiqh dan kaidah fiqh terdapat pada objeknya. Objek 

ushul fiqh adalah sumber hukum, sedangkan kaidah fiqh adalah perbuatan mukalaf. Selain 

itu perbedaan dalam cara atau proses pembentukan, yakni ushul fiqh dibentuk secara deduktif 

sedangkan kaidah fiqh dibentuk secara induktif. Perbedaan utama dalam ilmu fiqh adalah 

pengkajian ilmu hukum, sedangkan ilmu ushul fiqh pengkajian metode dan proses 

menemukan hukum. 

Penggunaan kaidah ushul dan kaidah fiqh dalam merumuskan dan mengeluarkan 

produk fiqh iqtishad maupun fatwa ekonomi syariah sangat berperan penting, yakni sebagai 

dasar pijakan dan solusi hukum atas berbagai problematika yang muncul. Sehingga fiqh 

iqtishad dapat menjadi sumber pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat 

dinamis dan relevan dengan kebutuhan umat di era modern. 

 

21 D. Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh) (Palembang: CV Amanah, 2019). 
22 Mufid. 
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Kesimpulan  

Kajian fiqh senantiasa berkembang dari jaman ke jaman yang menjadikan fiqh 

sebagai bidang keilmuan dinamis dengan aturan yang terperinci dan terpadu dalam 

mengatur hukum muamalah. Fiqh berfungsi sebagai respon jawaban atas berbagai 

permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Fiqh Iqtishad merupakan 

pemahaman ekonomi yang merujuk pada nilai Alquran dan As-Sunnah, berasaskan makna 

keseimbangan, keadilan, dan kebenaran. Fiqh Iqtishad merupakan bagian dari kajian fiqh 

muamalah yang di dalamnya terkandung produk-produk hukum ekonomi dan keuangan 

syariah. Perkembangan transaksi ekonomi, bisnis dan keuangan Islam saat ini semakin 

kompleks dan berkembang mengikuti jaman dapat berpedoman pada fiqh iqtishad dalam 

melakukan setiap transaksi muamalah baik dalam ekonomi, keuangan maupun bisnis.  
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